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PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

INFO JUDICIAL REVIEW
(Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Tidak Dapat
Diterima Sidang Mahkamah Konstitusi)

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 74/PUU-XXI/2023 PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
PEMILIHAN UMUM TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

30 AGUSTUS 2023

PENDAHULUAN

Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023, pukul 15.31 WIB, Mahkamah
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU
Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 76/PUU-
XXI/2023. Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 76/PUU-XXI/2023,
perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RIL

PEMOHON

Bahwa permohonan pengujian UU Pemilu dalam perkara nomor 74/PUU-
XXI1/2023 diajukan oleh Osea Petege (Wiraswasta), memberikan kuasa kepada
Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H.,dkk, Tim Advokat dan Konsultan Hukum
pada Kantor Hukum Leo & Partners,selanjutnya disebut sebagai Pemohon

PASAL/AYAT UU PEMILU YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengujikan Pasal 23 ayat (1), 28 ayat
(1), 31 ayat (1), 32 ayat (1), 33 ayat (1), 34 ayat (1), Pasal 37 ayat (4), dan Pasal 39
ayat (3) UU Pemilu, yang berketentuan sebagai berikut:




Pasal 23 ayat (1) UU Pemilu
“Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 melaksanakan
tugasnya secara terbuka dengan melibatkan Partisipasi Masyarakat”.
Pasal 28 ayat (1) UU Pemilu
“Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 melaksanakan tugasnya
secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat”.
Pasal 31 ayat (1) UU Pemilu
“KPU membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU
Kabupaten/Kota".
Pasal 32 ayat (1) UU Pemilu
“Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 melaksanakan tugasnya
secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat”.
Pasal 33 ayat (1) UU Pemilu
“Tim seleksi mengajukan nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota
sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang
berakhir masa jabatannya kepada KPU.”
Pasal 34 ayat (1) UU Pemilu
“KPU menetapkan sejumlah nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota
berdasarkan urutan peringkat teratas sesuai dengan jumlah anggota KPU
Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 33 ayat (1) sebagai calon anggota KPU Kabupaten/Kota terpilih.
Pasal 37 ayat (4) UU Pemilu
“penggantian antar waktu anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU
Kabupaten/Kota yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan ketentuan:
1 Anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat
berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh DPR;
2 Anggota KPU Provinsi digantikan oleh calon anggota KPU Provinsi
urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh
KPU; dan
3 Anggota KPU Kabupaten/Kota digantikan oleh anggota KPU
kabupaten/Kota urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan
yang dilakukan oleh KPU.
Pasal 39 ayat (3) UU Pemilu
“dalam hal anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota
dinyatakan tidak terbukti bersalah karena tidak melakukan tindak pidana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang
bersangkutan harus diaktifkan kembali dengan keputusan:
1 Presiden untuk anggota KPU;
2 KPU untuk anggota KPU Provinsi; dan
3 KPU untuk anggota KPU Kabupaten/Kota
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D. BATU U]I

Bahwa Pasal 23 ayat (1), 28 ayat (1), 31 ayat (1), 32 ayat (1), 33 ayat (1), 34 ayat
(1), Pasal 37 ayat (4), dan Pasal 39 ayat (3) UU Pemilu dianggap Pemohon
bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan
ayat (4), Pasal 18A ayat (1), Pasal 27 ayat (1), serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat
(3) UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai telah merugikan dan melanggar hak
dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon.

. PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa terhadap pengujian Pasal 23 ayat (1), 28 ayat (1), 31 ayat (1), 32 ayat (1),
33 ayat (1), 34 ayat (1), Pasal 37 ayat (4), dan Pasal 39 ayat (3) UU Pemilu dalam
permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum
sebagai berikut:

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mempersoalkan
konstitusionalitas norma Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 32 ayat
(1) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 karena penyelenggaraan seleksi
anggota KPU hanya dititikberatkan pada segi administratif belaka dengan tidak
memperhatikan persoalan pengetahuan dan kondisi moral calon Anggota KPU.
Terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa norma yang termaktub dalam Bab VIIB UUD 1945 tentang
Pemilihan Umum, pada pokoknya telah memberikan kerangka dasar
penyelenggaraan pemilu dengan mendelegasikan pengaturan lebih lanjut kepada
pembentuk undang-undang dan penyelenggara pemilu, in casu KPU, termasuk di
dalamnya pengaturan mengenai prinsip dan mekanisme seleksi penyelenggara
pemilu, baik di tingkat pusat, maupun di tingkat daerah. Untuk dapat
menjalankan proses pemilu sesuai dengan asas-asas yang ditentukan dalam UUD
1945, diperlukan penyelenggara pemilu yang adil, transparan, dan kompeten
agar dapat memastikan terselenggaranya pemilu yang demokratis. Terkait
dengan hal ini, prinsip-prinsip yang mengatur proses seleksi penyelenggara
pemilu memilki peran krusial agar dapat menjaga kepercayaan publik terhadap
sistem demokrasi. Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut dari perintah konstitusi
tersebut, norma Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (1) UU
7/2017 telah mengatur prinsip yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan
seleksi calon Anggota KPU pada setiap jenjang yang dilakukan oleh Tim Seleksi,
yaitu keterbukaan dan partisipatif. Lebih lanjut, UU 7/2017 memberikan
penjelasan yang dimaksud dengan "melibatkan partisipasi masyarakat” adalah
memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan tanggapan
dan masukan secara tertulis terhadap calon anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota [vide Penjelasan Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 32
ayat (1) UU 7/2017].
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[3.10.2] Bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 23 ayat (1),
Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (1) UU 7/2017, Pemohon memohon agar
norma pasal a quo perlu dilengkapi dengan menambahkan syarat adil, objektif,
independen, dan profesional, melalui proses tes tertulis, tes psikologi yang
terkomputerisasi, tes kesehatan, dan wawancara yang dapat diakses, serta
diketahui masyarakat. Terhadap dalil Pemohon a quo, menurut Mahkamah
penting untuk dipahami secara komprehensif rumusan norma pasal-pasal yang
dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya yang sesungguhnya telah mengatur
mengenai syarat dan tahapan proses seleksi. Norma pasal-pasal a quo selain
mengatur prinsip pelaksanaan proses seleksi yang dilakukan oleh tim seleksi,
juga mengatur aspek teknis yang berkaitan dengan tahapan Kkegiatan seleksi,
misalnya tes tertulis, tes psikologi, dan tes kesehatan [vide Pasal 23, Pasal 28, dan
Pasal 32 UU 7/2017].

[3.10.3] Bahwa kekhawatiran Pemohon mengenai tidak terlaksananya tahapan
kegiatan seleksi sesuai dengan prinsip keterbukaan dan partisipatif sebenarnya
telah terakomodir secara komprehensif dalam UU 7/2017 yang mengatur
mengenai tahapan kegiatan tim seleksi sebagaimana ketentuan norma Pasal 23
ayat (3) untuk tingkat KPU RI, Pasal 28 ayat (3) untuk tingkat KPU Provinsi, dan
Pasal 32 ayat (3) untuk tingkat KPU Kabupaten/Kota. Ketiga ketentuan yang
mengatur mengenai tahapan kegiatan tim seleksi pada masing-masing tingkatan
KPU tersebut telah secara jelas dan rigid menentukan tahapan yang tidak hanya
dititikberatkan pada segi administratif belaka. Dalam kaitan ini, untuk seleksi
Anggota KPU, Pasal 23 ayat (3) UU 7/2017 menentukan tahapan, antara lain, (i)
melakukan seleksi tertulis dengan materi utama tentang pengetahuan dan
kesetiaan terhadap Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia,
dan Bhinneka Tunggal Ika, serta pengetahuan mengenai pemilu, ketatanegaraan,
dan kepartaian; (ii) melakukan tes psikologi; (iii) mengumumkan melalui media
massa lokal daftar nama bakal calon anggota KPU yang lulus seleksi tertulis dan
tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat; dan (iv)
melakukan tes kesehatan dan wawancara dengan materi penyelenggaraan
Pemilu dan melakukan Kklarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat.
Bahkan dalam praktik, penelusuran rekam jejak (track record) calon dilakukan
secara lebih luas dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan institusi atau
lembaga yang relevan. Dengan skala yang sedikit berbeda, masing-masing
tahapan tersebut berlaku juga untuk proses seleksi calon Anggota KPU Provinsi
dan KPU Kabupaten/Kota [vide Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 32 ayat (3) UU
7/2017]. Bahkan, untuk seleksi anggota KPU Provinsi dan anggota KPU
Kabupaten/Kota, seluruh rangkaian tahapan kegiatan mulai pendaftaran,
penelitian administratif, tes tertulis, psikologi, kesehatan, hingga wawancara
tersebut juga dijabarkan secara lebih teknis dalam Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum
Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah
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diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun
2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4
Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (PKPU 4/2023). Tanpa Mahkamah
bermaksud menilai legalitas PKPU 4/2023, PKPU tersebut merupakan amanat
ketentuan Pasal 27 ayat (7) dan Pasal 31 ayat (8) UU 7/2017, di mana tidak hanya
soal pengetahuan kepemiluan yang digali dari proses seleksi calon anggota KPU,
melainkan juga meliputi aspek-aspek lain, seperti aspek moral, independensi,
serta kemampuan calon untuk menghadapi tekanan dan ritme pekerjaan sebagai
penyelenggara pemilu juga menjadi bagian dari penilaian tim seleksi.

[3.10.4] Bahwa PKPU 4/2023 sebagai pengaturan yang lebih teknis mengatur
tentang seleksi calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota juga telah
menentukan substansi materi uji kelayakan dan kepatuhan yang meliputi: (a)
integritas dan independensi; (b) pengetahuan mengenai kepemiluan; (c)
wawasan kebangsaan; (d) kepemimpinan; (e) kemampuan komunikasi; dan (f)
Klarifikasi masukan dan tanggapan masyarakat [vide Pasal 38 ayat (2) PKPU
4/2023]. Artinya, ketentuan dimaksud menentukan proses seleksi calon Anggota
KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, tidak hanya dititikberatkan pada segi
administratif belaka sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Lebih lanjut, dalam
rangka menerapkan asas keterbukaan dan partisipatif dalam proses seleksinya,
telah diatur pula ketentuan yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk
dapat menyampaikan laporan tertulis kepada KPU apabila terdapat dugaan
pelanggaran dalam setiap tahapan proses seleksi [vide Pasal 43 ayat (1) PKPU
4/2023]. Sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat tersebut, diatur pula
mengenai kewenangan KPU untuk dapat memberikan sanksi peringatan kepada
anggota Tim Seleksi yang melakukan pelanggaran, termasuk di dalamnya diberi
kewenangan untuk memberhentikan anggota Tim Seleksi yang melakukan
pelanggaran tersebut dan mengangkat anggota Tim Seleksi yang baru [vide Pasal
45 PKPU 4/2023].

Berkaitan dengan uraian di atas, untuk memahami prinsip pelaksanaan
seleksi calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, tidak dapat hanya
dibaca dan dipahami secara parsial, melainkan harus dibaca dan dipahami secara
komprehensif dan kontekstual. Berdasarkan pemahaman tersebut maka
menurut Mahkamah, petitum Pemohon yang meminta agar Mahkamah
menambahkan frasa “adil, objektif, independen, dan profesional melalui proses
tes tertulis, tes psikologi yang terkomputerisasi, tes kesehatan, dan wawancara
yang dapat diakses, dan diketahui oleh masyarakat” dalam Pasal 23 ayat (1),
Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) UU 7/2017, sesungguhnya telah
diakomodir dalam UU 7/2017, khususnya terkait dengan pengaturan mengenai
seleksi calon Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang
digunakan sebagai pedoman pada setiap tahapan seleksi di masing-masing



tingkatan/jenjang KPU dengan mendasarkan pada prinsip Kketerbukaan dan
partisipatif.

[3.11] Menimbang bahwa lebih lanjut Pemohon juga mendalilkan Pasal 31 ayat
(1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 37 ayat (4), dan Pasal 39 ayat (3) UU
7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 karena norma dalam pasal-pasal a quo
tidak mengakomodir prinsip desentralisasi serta prinsip Kesetaraan dan
kesamaan kesempatan yang adil dalam berpartisipasi pada jabatan
pemerintahan daerah, khususnya untuk menjadi Anggota KPU Kabupaten/Kota.
Terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
[3.11.1] Bahwa salah satu esensi pengaturan pemilu dalam Bab VIIB UUD 1945
adalah ditetapkannya institusi penyelenggara pemilu yang bersifat nasional,
tetap, dan mandiri [vide Pasal 22E ayat (5) UUD 1945]. Keberadaan KPU dalam
Bab VIIB UUD 1945 tersebut, didasari pada kebutuhan akan sebuah institusi KPU
yang permanen dan independen guna menyelenggarakan transformasi
kedaulatan rakyat melalui pemilu. Namun demikian, Kkonstitusi hanya
memberikan dasar pengaturan perihal institusi penyelenggara pemilu haruslah
lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, sedangkan untuk pengaturan
lebih lanjut yang bersifat teknis, baik menyangkut nama, struktur, keanggotaan
dan mekanisme Kkerjanya akan diatur dalam undang-undang, termasuk juga
terkait pengertian dari sifat nasional, tetap, dan mandiri yang dilekatkan pada
komisi pemilihan umum. Namun, jika ditelusuri kembali proses pembahasan
perubahan UUD 1945, terkait dengan pengertian sifat nasional, tetap, dan
mandiri, telah ternyata sebagian besar pembahasan lebih tertuju pada sifat
kemandirian, sedangkan ihwal sifat nasional dan tetap, relatif tidak dibahas
berkepanjangan. Dalam Kkaitan ini, dapat dilihat pandangan beberapa perwakilan
fraksi dalam membahas materi sifat nasional dan tetap [vide Naskah
Komprehensif Perubahan UUD 1945, hlm. 509 - 588], sebagai berikut:

Pandangan dari F-PPP yang disampaikan oleh Lukman Hakim Saifuddin:

“Nah Ayat (5) ini menurut saya memang mendasar adanya kalimat yang
bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Jadi kalau Tim Ahli hanya terbatas
pada Pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum dan KPU-nya
ini juga dengan huruf besar seakan-akan sudah menunjuk institusi
tertentu, padahal Undang-Undang Dasar ini sebaik kita tidak langsung
menunjuk institusi. Jadi rumusan Badan Pekerja saya pikir ini lebih baik
selain adanya penambahan bersifat nasional. Karena nasional ini menurut
saya penting meskipun nanti di daerah akan ada Komisi seperti itu tapi itu
merupakan perwakilan saja, sifatnya harus nasional. Jadi itu yang penting
tetap dan mandiri.”

Pandangan dari F-PDIP yang disampaikan oleh I Dewa Gede Palguna:
“Saya ingin memberi catatan khusus mengenai Ayat (5) yang tadi banyak
yang memberikan komentar. Mengapa rumusan di Badan Pekerja itu
menjadi lebih pasti kalau bagi kita semua sesungguhnya, kata “nasional” di
situ menjadi penting karena dia adalah mencerminkan bahwa yang
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berdaulat itu adalah negara kesatuan gitu di seluruh ini. Ini lah bedanya
dengan konsep federasi karena pada konsep federasi sesungguhnya
mengapa di daerah itu ada pemilihan yang tersendiri, yang pemilihan yang
bersifat state itu karena memang “dia” kedaulatannya pada dasarnya ada
di negara-negara bagian itu. Nah, sebagian dari itu lah yang diserahkan
kepada pemerintah federasi. Jadi ini justru untuk menekankan kaitannya
bukan hanya sekedar apa, tetapi ini memang berkaitan langsung dengan
konsep dasar yang sudah kita sepakati semula yaitu konsep negara
kesatuan itu. Nah, sedangkan kata “tetap” itu menjadi penting juga karena
bahwa kalau tidak salah kecuali ada pemikiran lain, badan yang kita
inginkan itu ada lah badan yang bersifat permanen bukan yang bersifat ad
hoc yang diperlukan sewaktu- waktu.”

Pandangan dari F-TNI/Polri yang disampaikan oleh Affandi:

“Kemudian Ayat (5), kami memilih yang dirumuskan oleh Badan Pekerja,
Pemilihan umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang
bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Ini nasional penting sekali,
penekanan nasional ini, pelaksanaan secara nasional, keseragaman semua,
bersifat tetap lembaganya dan mandiri tidak diintervensi oleh pihak
apapun yang berkepentingan dalam penyelenggaraan Pemilu itu.”

Pandangan dari F-PG yang disampaikan oleh Rosnaniar:

“Kemudian Ayat (5), ini masalah nasional, tetap, dan mandiri. Memang kita
semua mempunyai alasan, kalau nasional kita cantumkan itu kita masih
berpegang kepada memperkuat negara kesatuan. Tetap di sini saya juga
mungkin ada pemahaman “tetap” di dalam nama atau “tetap” di dalam
institusi. Kalau tetap di dalam nama pemilihan, Komisi Pemilihan Umum
dengan huruf besar.”

Berdasarkan beberapa pandangan di atas, menurut Mahkamah, tidak

terdapat perbedaan pendapat yang signifikan terkait dengan sifat nasional dan
tetap karena semua pendapat mengarah pada satu kesepakatan, yaitu lembaga
yang akan menjalankan fungsi menyelenggarakan pemilu di Indonesia harus
bersifat (i) nasional, yaitu mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagai perwujudan dari bentuk negara kesatuan serta (ii) institusinya
bersifat tetap atau permanen yang akan menjalankan tugasnya secara
berkesinambungan.
[3.11.2] Bahwa terkait dengan sifat kemandirian KPU sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, Mahkamah telah beberapa kali memberikan
tafsir konstitusional dalam beberapa putusan terdahulu. Tafsir mengenai sifat
kemandirian KPU tersebut salah satunya dapat dilihat pada pertimbangan
hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-1I/2004 yang
diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 22 Maret 2005,
halaman 112 sebagai berikut:

“Terhadap permohonan Para Pemohon mengenai Pasal 57 ayat (1)
sepanjang menyangkut anak kalimat, “... yang bertanggung jawab kepada
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DPRD”, Mahkamah berpendapat bahwa penyelenggaraan Pilkada langsung
harus berdasarkan asas-asas Pemilu, yakni langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur, dan adil serta diselenggarakan oleh penyelenggara yang
independen (mandiri). Maksud UUD 1945 tersebut, tidak mungkin dicapai
apabila KPUD sebagai penyelenggara Pilkada langsung ditentukan harus
bertanggungjawab kepada DPRD. Sebab, DPRD sebagai lembaga
perwakilan rakyat di daerah terdiri atas unsur-unsur partai politik yang
menjadi pelaku dalam kompetisi Pilkada langsung tersebut. Oleh karena
itu KPUD harus bertanggungjawab kepada publik bukan kepada DPRD
sedangkan kepada DPRD hanya menyampaikan laporan pelaksanaan
tugasnya, seperti yang ditentukan dalam Pasal 57 ayat (2) UU Pemda.”

Lebih lanjut, tafsir konstitusional terkait dengan kemandirian KPU juga
telah dipertimbangkan oleh Mahkamah pada Sub-paragraf [3.9.3] Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam sidang
pleno terbuka untuk umum pada tanggal 10 Juli 2017, sebagai berikut:

“Sifat mandiri yang dilekatkan kepada KPU mencakup kemandirian
institusional, fungsional, dan personal. Mandiri secara institusional berarti,
secara kelembagaan KPU berdiri sendiri dan terbebas dari ketergantungan
pada lembaga atau infrastruktur politik lainnya. Sementara mandiri secara
fungsional bermakna bahwa dalam menjalankan fungsi penyelenggaraan
Pemilu, KPU bebas dari intervensi pihak dan kelompok manapun. Dalam
menjalankan fungsi membentuk peraturan pelaksana maupun dalam
melaksanakan tahap demi tahap penyelenggaraan Pemilu, KPU bebas dari
tekanan maupun pengaruh pihak manapun. Sementara mandiri secara
personal bermakna bahwa setiap anggota lembaga penyelenggara Pemilu
haruslah orang-orang yang terbebas dari keanggotaan yang bersifat
partisan. Kemandirian secara institusional, fungsional maupun personal
merupakan satu kesatuan makna dari sifat mandiri yang dilekatkan pada
KPU sesuai dengan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945.”

Berdasarkan kutipan kedua putusan tersebut, tafsir konstitusional terkait
dengan sifat kemandirian KPU yang dikehendaki oleh UUD 1945 meliputi aspek
institusional, fungsional, dan personal. Aspek institusional menekankan bahwa
penyelenggara pemilu tidak tunduk dan bebas dari ketergantungan pihak
manapun. Aspek fungsional lebih menekankan pada kebebasan dari intervensi
pihak atau lembaga lain. Sedangkan aspek personal lebih menghendaki
penyelenggara pemilu yang bersifat non partisan dan tidak memihak.

[3.11.3] Bahwa berkenaan dengan hubungan antara KPU dengan KPU Provinsi
dan KPU Kabupaten/Kota, UU 7/2017 telah menentukan bentuk, ruang lingkup,
kedudukan, susunan, keanggotaan, tugas, wewenang dan Kkewajiban serta
mekanisme Kkerja komisi pemilihan umum. Dalam hal ini, Pasal 6 UU 7/2017
menentukan KPU terdiri atas: a. KPU; b. KPU Provinsi; c. KPU Kabupaten/Kota; d.
PPK; e. PPS; f. PPLN; g. KPPS; dan h. KPPSLN. Lebih lanjut, Pasal 7 ayat (1) UU
7/2017 menentukan wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Terkait dengan mekanisme atau tata kerja KPU
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diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU 7/2017 yang menentukan bahwa KPU, KPU
Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis, termasuk KPU Provinsi dan
KPU Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus
atau istimewa yang diatur dengan undang-undang. Dengan sifat hierarkis
tersebut, struktur organisasi komisi pemilihan umum didesain dalam bentuk
hierarki atau berjenjang. Jika dikaitkan dengan sistem birokrasi, kekuasaan,
tanggung jawab, dan kewenangan diatur berdasarkan tingkatan posisi atau
jabatan dalam suatu organisasi. Walaupun dalam implementasinya seringkali
dikaitkan dengan sifat sentralistik, namun sejatinya sifat hierarkis memiliki
perbedaan karakter mendasar dengan model birokrasi sentralistik dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Jika dikaitkan dengan pengorganisasian KPU,
menurut Mahkamah desain hierarkis antara KPU RI, KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota sebagaimana Kketentuan Pasal 9 ayat (1) UU 7/2017,
menunjukkan bahwa kewenangan dan tanggung jawab masing-masing jenjang
(pusat, provinsi, dan Kkabupaten/kota) ditentukan berdasarkan peraturan
perundang-undangan. Masing-masing jenjang atau tingkatan tersebut merupakan
penyelenggara pemilu di masing-masing tingkatan yang diberi kewenangan
untuk menyelenggarakan pemilu. Misalnya, dalam menyelenggarakan pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
diberikan kewenangan penuh. Namun demikian, secara hierarkis KPU RI
diberikan kewenangan oleh UU 7/2017 untuk menyusun tata kelola dan
mekanisme kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, termasuk
mengangkat, membina, dan memberhentikan Anggota KPU Provinsi, Anggota
KPU Kabupaten/Kota, dan Anggota PPLN, agar terwujud satu kesatuan sistem
penyelenggaraan pemilu [vide Pasal 13 hurufi UU 7/2017].

[3.11.4] Bahwa dalam hal ini, Mahkamah dapat memahami maksud dan tujuan
permohonan Pemohon yang mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 31
ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 37 ayat (4), dan Pasal 39 ayat
(3) UU 7/2017 dengan mendasarkan pada argumentasi pemenuhan prinsip
desentralisasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 18 UUD 1945, di mana menurut
Pemohon pengorganisasian KPU sampai di daerah semestinya mengikuti prinsip
desentralisasi tersebut sehingga terdapat kesetaraan. Terkait dengan dalil
Pemohon a quo, penting bagi Mahkamah menegaskan, pola pengorganisasian
KPU tidak bisa dan tidak boleh dipersamakan dengan pola pengorganisasian
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam hal ini, KPU adalah
lembaga penyelenggara pemilu yang didesain bersifat mandiri namun terikat
dalam garis hierarki hingga KPU RI. Terlebih lagi, dalam institusi KPU terdapat
sifat nasional. Hal ini dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan pemilu terdapat
satu kesatuan sistem. Oleh karena itu, kewenangan KPU RI untuk membentuk tim
seleksi anggota KPU, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota tidak
dapat dilepaskan dari desain hierarkis sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1)
uu 7/2017.
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[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas,
telah ternyata norma Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal
32 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 37 ayat (4), dan Pasal 39
ayat (3) UU 7/2017 tidaklah menimbulkan persoalan konstitusionalitas. Dengan
demikian, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut
hukum untuk seluruhnya.

[3.13] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih
lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION)
Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi a quo, Hakim Konstitusi M. Guntur
Hamzah memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) sebagai berikut:
[6.1] Bahwa dalam kaitannya dengan permohonan pengujian Pasal 23 ayat (1),
Pasal 28 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34
ayat (1), Pasal 37 ayat (4), dan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017), saya Hakim
Konstitusi M. Guntur Hamzah, berpendapat bahwa permohonan dimaksud
hendaknya dilanjutkan ke persidangan pleno untuk pendalaman, namun karena
perkara a quo tidak dilanjutkan ke persidangan pleno, maka saya berpendapat
permohonan a quo hendaknya dikabulkan untuk sebagian (partially granted).
Sebelum menjelaskan alasan/argumentasi hukum terkait pendapat hukum
berbeda (dissenting opinion) ini, perlu saya sampaikan hal-hal sebagai berikut:
1 Pemohon menguji ketentuan norma Pasal 23 ayat (1), 28 ayat (1), Pasal 31
ayat (1), Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 37 ayat
(4), dan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017) bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai
berikut:

2 Bahwa Pemohon merupakan perseorangan Warga Negara Indonesia yang
juga mantan Ketua KPU Kabupaten Dogiyai tahun 2012. Pemohon
dirugikan dengan berlakunya pasal-pasal dalam UU 7/2017, khususnya
berkaitan dengan pemilihan dan penentuan anggota KPU. Ketentuan-
ketentuan a quo menyebabkan peluang keterpilihan Pemohon sebagai
unsur daerah yang memahami dan mengetahui kondisi penyelenggaraan
pemilu di daerah menjadi sulit karena seluruh mekanisme pencalonan,
pemilihan, dan penetapan dilakukan dilakukan oleh Tim Seleksi dari KPU
Pusat. Selain itu, hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh calon-
calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang profesional dan independen juga
telah dirugikan dengan sistem yang dibentuk berdasarkan pasal-pasal a
quo. Sehingga, menurut hemat saya, berdasarkan Kriteria kedudukan
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hukum sebagaimana dimaksud dalam Putusan 006/PUU-III/2005 dan
Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, Pemohon memiliki kedudukan hukum
sekurang-kurangnya potensial, dan jelas mengalami kerugian sebagai
akibat berlakunya norma a quo serta memiliki hubungan sebab-akibat
(causal-verband), serta dalam batas penalaran yang wajar, Pemohon
memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.
Menurut hemat saya, terdapat isu yang potensial untuk dapat didalami
lebih lanjut yaitu terkait tata kelola rekrutmen komisioner KPU di daerabh,
khususnya pada 2 (dua) isu pokok yaitu (1) peran dan proporsi KPU
Provinsi dalam rekrutmen anggota KPU Kabupaten/Kota penting untuk
dikukuhkan dalam norma UU, sebagai wujud penerapan prinsip
desentralisasi serta prinsip kesetaraan dan kesamaan kesempatan yang
adil, dan (2) urgensi prinsip terbuka, adil, objektif, independen, dan
professional dalam tata Kelola rekrutmen anggota KPU Kabupaten/Kota.
Bahwa Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 telah menegaskan Negara Kesatuan
Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah
provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi,
kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur
dengan undang-undang. Selanjutnya Pasal 18 ayat (2) UUD 1945
menegaskan pula Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan
kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan ini menjadi dasar
konstitusional dalam menentukan prinsip desentraliasasi yang memberi
kewenangan dan kemandirian daerah dalam mengatur urusannya sendiri
berdasarkan prinsip otonomi daerah. Sehingga, diberikannya dasar
konstitusional ini seyogianya dapat dijadikan sebagai momentum bagi
pembentuk undang-undang wuntuk melakukan perubahan secara
menyeluruh dalam berbagai aspek, terutama aspek tata kelola rekrutmen
anggota KPU Kabupaten/Kota.

KPU tetap bersifat nasional dan hirarkhis, namun khusus terkait dengan
rekrutmen anggota KPU Kabupaten/Kota seharusnya menerapkan
pendekatan desentralisasi terbatas dalam penentuan panitia seleksi
anggota KPU Kabupaten/Kota. Rekrutmen dimaksud tetap menjadi
kewenangan KPU yang dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan KPU
Provinsi dalam penentuan anggota tim seleksi yang dibentuk oleh KPU.
Secara prinsip, Kketerlibatan KPU Provinsi tersebut dilakukan untuk
memberikan kesempatan kepada putera puteri daerah yang memiliki
pengetahuan lebih mendalam mengenai daerahnya masing-masing baik
kondisi sosial, ekonomi, kultural maupun geografis untuk berperan lebih
besar dalam pembangunan daerah dengan tetap berdasarkan pada prinsip
tata Kelola rekrutmen yang terbuka, adil, objektif, independen, dan
profesional. Secara konstitusional, koordinasi KPU dengan KPU Provinsi
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untuk melakukan rekrutmen anggota KPU kabupaten/Kota juga sesuai
dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana dijamin
dalam ketentuan Pasal 18 UUD 1945. Meskipun dalam proses rekrutmen
anggota KPU Kabupaten/Kota tentu saja terdapat koordinasi antara KPU
dengan KPU Provinsi, namun koordinasi tidak saja sebatas pada
pelaksanaan rekrutmen namun seharusnya juga terjadi pada tataran
penentuan komposisi tim seleksi yang memberi porsi lebih besar
ditentukan oleh KPU Provinsi. Hal demikian tidaklah mendegradasi posisi
KPU Pusat yang bersifat nasional dan hierarkis.

6 keberadaan penyelenggara pemilu in casu KPU yang kompeten dan
berintentegritas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keseluruhan
kualitas proses penyelenggaraan pemilu. Sehingga penting untuk
memberikan perhatian Khusus terhadap seleksi anggota KPU Kkhususnya
KPU di daerah. Proses seleksi anggota KPU di daerah menjadi pintu
gerbang untuk mewujudkan proses pemilu berkeadilan dan transparan di
daerah-daerah yang menjadi simpul persatuan dalam NKRI. Prinsip-
prinsip tata kelola yang baik khususnya dalam proses rekrutmen anggota
KPU Kabupaten/Kota, secara norma akan jauh lebih impresif jika prinsip-
prinsip yang dikehendaki pemohon yaitu prinsip terbuka, adil, objektif,
independen, dan profesional, serta tidak ada kontradiksi norma jika
prinsip-prinsip tersebut dimasukkan (insert) ke dalam norma a quo, justru
akan menjadi pedoman yang lebih baik (good governance) dalam tata
kelola dan hubungan sinergis antara KPU Pusat dan KPU Provinsi, serta
KPU Kabupaten/Kota.

7 Bahwa berdasarkan pertimbangan dan kerangka pikir di atas, sekali lagi,
meskipun permohonan a quo tidak masuk ke tahap persidangan pleno,
menurut hemat saya, permohonan a quo hendaknya dikabulkan untuk
sebagian (partially granted).

AMAR PUTUSAN
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

PENUTUP

Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak
ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh
kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk
umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi
dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh seluruh organ penyelenggara
negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu, Putusan MK
dalam Perkara Nomor 76/PUU-XXI/2023 yang tidak dapat menerima
permohonan Pemohon Pasal 23 ayat (1), 28 ayat (1), 31 ayat (1), 32 ayat (1), 33
ayat (1), 34 ayat (1), Pasal 37 ayat (4), dan Pasal 39 ayat (3) UU Pemilu
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mengandung arti bahwa ketentuan pasal-pasal a quo tidak bertentangan dengan
UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

I,

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
2023
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